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TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA

YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA*

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Huruf T angka1 huruf h lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan KeuanganDaerah, perlu mengatur Tata Cara Penganggaran danPelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran denganPeraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-UndangDarurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan DaerahTingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan DaerahTingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentangHarmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6736);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022
Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN
DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN
ANGGARAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan
masyarakat setempat memuat prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.



3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Utara.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampung Utara.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana disingkat
BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Lampung Utara yang mempunyai tugas mengelola
keuangan dan aset daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
hersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

9. Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan
APBD.

10 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/barang.

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah- yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

13. Rencana Keija dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
. disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran
SKPD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana
sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran
atas pelaksanaan APBD.

16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Lampung
Utara.

17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.



BABU
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur pelaksanaan
pekeijaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
pada tahun anggaran berkenaan yang dapat melampaui tahun
anggaran yang disebabkan oleh :
a. keterlambatan pembayaran terhadap pekeijaan yang telah

diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, yang disebabkan:
1. keterlambatan penyampaian administrasi pencairan; dan/

atau.
2. dana di RKUD per 31 Desember tidak mencukupi untuk

melakukan pembayaran pekeijaan di tahun Berkenaan.
b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekeijaan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang dan jasa.

c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia
barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure)
sesuai peraturan perundang-undangan.

d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht).

BAB III
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 3

Penganggaran atas pelaksanaan pekeijaan/pembayaran atas
keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia
barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure),
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
a. Kepala SKPD meneliti sebab-sebab teijadinya keterlambatan

penyelesaian pekeijaan pada tahun anggaran yang berkenaan
untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian teijadi
bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau
pengguna barang dan jasa;

b. Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai
peraturan perundang-undangan dengan Keputusan Bupati;

c. melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran
APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah yang mengatur
perubahan APBD;

d. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan;

e. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.



Pasal 4

Penganggaran atas pelaksanaan pembayaran atas kewajiban
lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang
bersifat tetap, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah

Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
b. melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran

APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah yang mengatur
perubahan APBD;

c. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening

*

d. mengesahkan DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD dan SPD
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/ perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran
berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan
reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah
untuk menganggarkan dalam perubahan peraturan bupati
tentang penjabaran APBD.

(3) Untuk mendanai belanja yang melampaui tahun anggaran
dilakukan melalui pergeseran anggaran dari SiLPA tahun
sebelumnya, rasionalisasi belanja SKPD, dan/atau Belanja
Tidak Terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD terkait.

(4) Perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui
mekanisme pergeseran anggaran dan berpedoman pada
peraturan bupati yang mengatur tentang tata cara pergeseran
anggaran pada SKPD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

(1) Tata cara pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran
dilakukan dengan melakukan pengesahan DPA SKPD atau
perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan
pembayaran.

(2) Pencairan belanja yang melampaui tahun anggaran dilakukan
dengan mekanisme LS.

(3) Adapun prosedur pencairan dana yang melampaui tahun
anggaran berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur
pedoman pelaksanaan APBD.



BAB IV
PELAPORAN

Pasal 7

(1) Belanja yang tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran
yang bersangkutan diakui sebagai hutang belanja pada
SKPD/unit SKPD terkait.

(2) Pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran dicatat
sebagai realisasi belanja pada kode rekening berkenaan dan
melakukan koreksi atas nilai hutang belanja tahun
sebelumnya.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara
berkala atas pelaksanaan belanja yang melampaui tahun
anggaran.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 2 - 2023

SE TARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 NOMOR


